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PEDOMAN MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH

SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

. a. bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam

pengelolaan sampah, semula pengelolaan sampah
dilakukan dengan cara kumpul, angkut dan buang,
menjadi pendekatan yang komprehensif dari hulu,
sejak sebelum sampah dihasilkan suatu produk yang
berpotensi menjadi sampah, sampai hilir pada fase
produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah,
yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan
hidup secara aman;

. bahwa untuk melaksanakan kewenangan

pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah, pemerintahan daerah berwenang
untuk membentuk Peraturan Daerah yang mengatur
materi muatan pengelolaan sampah rumah tangga dan
sampah sejenis sampah rumah tangga,;

bahwa untuk membentuk Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan
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Mengingat

1.

berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan, namun dari segi materi muatan
pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah
sejenis sampah rumah tangga masih diperlukan suatu
pedoman;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan
Hidup tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 ahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 509,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 485);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
TENTANG PEDOMAN MATERI MUATAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH
TANGGA.

Pasal 1

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi
pemerintahan daerah dalam perumusan materi muatan Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 2

Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. hak dan kewajiban;
perizinan;

penanganan sampabh;
pembiayaan dan kompensasi;
peran masyarakat;

larangan;

pengawasan; dan
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sanksi administratif.
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Pasal 4
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2011

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

BALTHASAR KAMBUAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN
MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH
TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH
TANGGA

PEDOMAN MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga paling sedikit
memuat:

1. Hak dan Kewajiban.
a. Hak.

Pengaturan hak dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga paling sedikit memuat hak untuk mendapatkan
pelayanan, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan
penyelenggaraan dan pengawasan, memperoleh informasi yang
benar, akurat, dan tepat waktu, mendapatkan perlindungan dan
kompensasi akibat dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan
akhir (TPA) dan memperoleh pembinaan mengenai pengelolaan
sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

b. Kewajiban.

Pengaturan kewajiban dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga meliputi kewajiban orang perseorangan, kelompok
orang, dan/atau badan hukum, setiap pengelola kawasan, dan setiap
produsen. Kewajiban orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau
badan hukum untuk mengurangi dan menangani sampah dengan
cara yang berwawasan lingkungan. Kewajiban setiap pengelola
kawasan untuk menyediakan fasilitas pemilahan sampah.
Sedangkan kewajiban setiap produsen untuk mengelola kemasan
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